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The rapid development of disruptive technologies in the Industry 4.0 era
requires government institutions to develop digitally competent civil servants
and transform their organizational systems to support effective bureaucratic
reform. This study aims to analyze the partial and simultaneous effects of
Smart Civil Servant Effectiveness and Organizational Digital Transformation
on Bureaucratic Reform at the Community and Village Empowerment Office
(DPMD) of Sumedang Regency. This study employed a quantitative approach
with an explanatory associative design. The research population consisted of
75 civil servants at DPMD Sumedang Regency. Questionnaires were
distributed to the entire population, of which 60 valid responses were obtained
and analyzed. Data were collected using a five-point Likert-scale
questionnaire. The analysis included validity and reliability tests, descriptive
statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, partial tests, a
simultaneous test, and the coefficient of determination. The results indicate
that Smart Civil Servant Effectiveness has a positive and significant effect on
Bureaucratic Reform, with a regression coefficient of 0.412. Organizational
Digital Transformation also has a positive and significant effect on
Bureaucratic Reform, with a regression coefficient of 0.365. Simultaneously,
both independent variables significantly affect Bureaucratic Reform. The
coefficient of determination of 0.684 shows that Smart Civil Servant
Effectiveness and Organizational Digital Transformation explain 68.4% of the
variation in Bureaucratic Reform, while the remaining 31.6% is explained by
other variables outside the research model. The study concludes that successtful
bureaucratic reform requires an integrated strategy that combines digitally
competent, adaptive, collaborative, and ethical civil servants with adequate
digital infrastructure, integrated systems, supportive digital leadership, and an
adaptive organizational culture.
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1. INTRODUCTION

Era disrupsi teknologi 4.0 telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi
juga mendorong birokrasi untuk bekerja secara lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada
kebutuhan publik. Dalam kondisi tersebut, reformasi birokrasi menjadi agenda strategis untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif. Reformasi birokrasi pada dasarnya
merupakan upaya pembaruan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup aspek kelembagaan,
ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, serta kualitas pelayanan publik (Sedarmayanti, 2018).

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ialah
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE memungkinkan proses
administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan prosedur, mempercepat pengambilan
keputusan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat koordinasi antarunit pemerintahan.
Meskipun demikian, penerapan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan birokrasi.
Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan organisasi dalam
mengelola perubahan digital secara menyeluruh.

Dalam konteks sumber daya manusia aparatur, pemerintah membutuhkan aparatur sipil negara yang
memiliki karakteristik Smart ASN. Smart ASN tidak hanya dipahami sebagai aparatur yang mampu
mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga sebagai aparatur yang memiliki integritas, profesionalisme,
literasi digital, kemampuan beradaptasi, semangat pelayanan, serta kecakapan membangun jejaring kerja.
Kompetensi tersebut diperlukan karena digitalisasi pemerintahan menghadirkan perubahan pada proses kerja,
pola komunikasi, mekanisme koordinasi, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut
Yuniarti (2021), Smart ASN merupakan unsur penting dalam pengembangan digital governance karena
aparatur dituntut mampu memanfaatkan teknologi secara tepat sekaligus mempertahankan nilai etika,
akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik.

Efektivitas Smart ASN dapat dilihat dari sejauh mana kompetensi dan karakteristik aparatur tersebut
diwujudkan dalam pelaksanaan tugas organisasi. ASN yang memiliki literasi digital, tetapi tidak mampu
menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan, belum dapat
dikatakan efektif. Demikian pula, kemampuan teknis tanpa integritas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi
berpotensi membuat penerapan pemerintahan digital berjalan secara parsial. Oleh karena itu, efektivitas Smart
ASN perlu tercermin dalam peningkatan produktivitas, ketepatan pelaksanaan tugas, kemampuan
menyelesaikan permasalahan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan reformasi
birokrasi.

Selain kesiapan individu, reformasi birokrasi juga memerlukan Transformasi Digital Organisasi.
Transformasi digital bukan sekadar proses mengganti pekerjaan manual dengan aplikasi elektronik, melainkan
perubahan menyeluruh terhadap strategi, proses bisnis, budaya kerja, tata kelola, dan pola penciptaan nilai
dalam organisasi. Westerman (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dipengaruhi oleh
kemampuan organisasi dalam memadukan kapabilitas digital dengan kepemimpinan transformasional. Dengan
demikian, keberadaan perangkat dan aplikasi digital harus disertai dengan visi yang jelas, dukungan pimpinan,
budaya kerja kolaboratif, pengembangan kompetensi pegawai, integrasi proses kerja, serta tata kelola dan
keamanan data yang memadai.

Transformasi digital organisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai hambatan,
seperti resistansi pegawai, penggunaan aplikasi yang tidak terintegrasi, duplikasi pekerjaan, ketergantungan
pada proses manual, dan lemahnya perlindungan data. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi
manfaat teknologi dan menghambat pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Sebaliknya, organisasi yang
mempunyai budaya adaptif, kepemimpinan digital, tata kelola yang jelas, serta infrastruktur yang memadai
akan lebih mampu mengoptimalkan kompetensi Smart ASN. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Smart
ASN dan Transformasi Digital Organisasi merupakan dua faktor yang saling mendukung dalam membentuk
birokrasi yang responsif terhadap perubahan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang menjadi salah satu
organisasi perangkat daerah yang penting untuk dikaji dalam konteks tersebut. DPMD mempunyai peran
strategis dalam pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, serta fasilitasi tata kelola dan
pembangunan desa. Pelaksanaan tugas tersebut semakin berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi
pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemanfaatan teknologi pada lingkungan
tersebut menuntut ASN yang mampu mengelola informasi, berkoordinasi dengan pemerintah desa, beradaptasi
terhadap pembaruan sistem, dan memberikan pendampingan secara efektif.

Meskipun digitalisasi berpotensi meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaannya
masih dapat menghadapi kesenjangan antara ketersediaan teknologi, kemampuan aparatur, dan kesiapan
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organisasi. Tingginya capaian penerapan SPBE pada tingkat pemerintah daerah belum tentu menunjukkan
bahwa seluruh unit organisasi dan pegawai memiliki tingkat kesiapan digital yang sama. Perbedaan
kemampuan menggunakan teknologi, budaya kerja yang masih berorientasi pada prosedur konvensional,
keterbatasan integrasi data, serta resistansi terhadap perubahan dapat memengaruhi keberlanjutan reformasi
birokrasi. Oleh sebab itu, capaian digitalisasi perlu dikaji bukan hanya berdasarkan keberadaan sistem, tetapi
juga berdasarkan efektivitas aparatur dan kemampuan organisasi dalam mengelola transformasi.

Kajian mengenai reformasi birokrasi telah banyak membahas aspek kelembagaan, tata laksana, dan
sumber daya manusia. Sementara itu, kajian mengenai pemerintahan digital umumnya menempatkan teknologi
sebagai instrumen peningkatan pelayanan. Namun, penelitian yang menguji secara bersamaan pengaruh
efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital Organisasi terhadap reformasi birokrasi, khususnya pada
DPMD Kabupaten Sumedang, masih perlu dikembangkan. Padahal, keberhasilan reformasi birokrasi pada era
disrupsi tidak cukup dijelaskan hanya dari kompetensi individu ataupun kesiapan teknologi secara terpisah.
Diperlukan pemahaman mengenai kontribusi kedua faktor tersebut, baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas Smart
ASN terhadap reformasi birokrasi, menganalisis pengaruh Transformasi Digital Organisasi terhadap reformasi
birokrasi, serta menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan pada DPMD Kabupaten
Sumedang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang
mendukung keberhasilan reformasi birokrasi pada era disrupsi teknologi 4.0. Secara praktis, hasil penelitian
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPMD Kabupaten Sumedang dalam menyusun strategi
pengembangan kompetensi ASN, memperkuat budaya kerja digital, dan meningkatkan tata kelola transformasi
digital secara berkelanjutan. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur hubungan antarvariabel
secara sistematis dan menguji hipotesis berdasarkan data empiris (Sugiyono, 2019).

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif eksplanatori. Metode ini
digunakan untuk menguji pengaruh Efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital Organisasi terhadap
Reformasi Birokrasi di DPMD Kabupaten Sumedang. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif bertujuan
mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan
bahwa pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel yang diukur menggunakan
instrumen penelitian dan dianalisis melalui prosedur statistik.

Populasi penelitian adalah seluruh ASN DPMD Kabupaten Sumedang yang berjumlah 75 orang.
Penelitian menggunakan teknik sampling jenuh dengan melibatkan seluruh anggota populasi sebagai calon
responden. Dari 75 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 60 kuesioner dikembalikan secara lengkap dan
memenuhi persyaratan untuk dianalisis. Dengan demikian, jumlah data yang dianalisis dalam penelitian ini
adalah 60 responden, dengan tingkat respons sebesar 80%.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada ASN DPMD Kabupaten
Sumedang. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator Efektivitas Smart ASN, Transformasi
Digital Organisasi, dan Reformasi Birokrasi. Setiap pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat,
yaitu sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 2, netral diberi skor 3, setuju diberi skor 4, dan
sangat setuju diberi skor 5. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden
terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Data pendukung diperoleh melalui studi pustaka terhadap
buku, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan variabel penelitian.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan
untuk menggambarkan jawaban responden melalui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai
maksimum. Sebelum pengujian hipotesis, instrumen diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Data juga diuji
menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual, multikolinearitas, dan
heteroskedastisitas.

Pengaruh Efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital Organisasi terhadap Reformasi Birokrasi
dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Uji ¢ digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel
bebas secara parsial, sedangkan uji ' digunakan untuk menguji pengaruh kedua variabel bebas secara simultan.
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi
Reformasi Birokrasi. Seluruh pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% (alpha = 0,05).
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3. RESULTS AND DISCUSSION

Pengaruh Efektivitas Smart ASN terhadap Reformasi Birokrasi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Efektivitas Smart ASN berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Reformasi Birokrasi di DPMD Kabupaten Sumedang. Koefisien regresi sebesar 0,412
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Efektivitas Smart ASN akan meningkatkan Reformasi
Birokrasi sebesar 0,412 satuan, dengan asumsi Transformasi Digital Organisasi dan faktor lain berada dalam
keadaan konstan. Dengan demikian, semakin baik kompetensi digital, integritas, profesionalisme, kemampuan
beradaptasi, dan kemampuan berkolaborasi yang dimiliki ASN, semakin baik pula pelaksanaan reformasi
birokrasi.

Temuan tersebut mendukung pendapat Faedlulloh et al. (2020) bahwa Smart ASN merupakan bagian
penting dari agenda reformasi birokrasi pada era Revolusi Industri 4.0. Akan tetapi, Smart ASN tidak cukup
diwujudkan melalui kemampuan menggunakan teknologi. Aparatur juga perlu memperoleh kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi, mempelajari pengetahuan baru, menghasilkan gagasan, dan bekerja dalam
budaya organisasi yang mendukung perubahan. Oleh karena itu, efektivitas Smart ASN harus tercermin dalam
kemampuan aparatur menggunakan kompetensinya untuk memperbaiki proses kerja dan pelayanan publik.

Cahyarini dan Samsara (2021) juga menjelaskan bahwa kompetensi digital menjadi kebutuhan utama
bagi ASN dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Penguatan kompetensi tersebut perlu disertai dengan
perbaikan infrastruktur teknologi, perubahan kebiasaan kerja, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan,
dan penguatan hubungan organisasi. Hal ini berarti bahwa kemampuan digital ASN bukan sekadar kemampuan
mengoperasikan aplikasi, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Dumalang (2021) menekankan bahwa ASN yang unggul perlu memiliki karakter adaptif,
tangkas, dan inovatif. Kemampuan beradaptasi memungkinkan ASN merespons perubahan teknologi dan
kebijakan, sedangkan ketangkasan dan inovasi diperlukan untuk menemukan solusi atas permasalahan
pelayanan publik. Dalam konteks DPMD Kabupaten Sumedang, karakter tersebut dapat diwujudkan melalui
kemampuan ASN mempelajari pembaruan aplikasi pemerintahan, mengolah dan menganalisis data desa,
melakukan komunikasi berbasis teknologi, serta menciptakan inovasi dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi
pemerintahan desa.

Mukhlisah (2021) menyatakan bahwa perubahan lingkungan yang bersifat volatil, tidak pasti,
kompleks, dan ambigu menuntut perubahan mendasar dalam pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan
kompetensi tidak lagi cukup dilakukan melalui pelatihan konvensional, tetapi perlu diarahkan pada
pembelajaran digital, pembelajaran mandiri, dan pengembangan kemampuan kepemimpinan yang mendukung
smart governance. Dengan demikian, kemampuan ASN untuk terus belajar menjadi faktor penting dalam
menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Sarjito dan Djati (2025), yang menemukan bahwa kompetensi
digital ASN berkontribusi terhadap efisiensi kerja birokrasi, percepatan adopsi teknologi dalam pelayanan
publik, serta pembentukan budaya kerja yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Namun,
kontribusi tersebut memerlukan dukungan ekosistem organisasi, kepemimpinan yang visioner, ruang untuk
berinovasi, dan kebijakan internal yang responsif terhadap perubahan teknologi.

Berdasarkan kelima pandangan tersebut, pengaruh positif Efektivitas Smart ASN terhadap Reformasi
Birokrasi dapat dijelaskan melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam menggunakan teknologi,
mengelola data, beradaptasi terhadap perubahan, berkolaborasi, dan menghasilkan inovasi kerja. Reformasi
birokrasi dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur dan kebijakan, tetapi juga oleh
kualitas ASN sebagai pelaksana dan penggerak utama perubahan.

Pengaruh Transformasi Digital Organisasi terhadap Reformasi Birokrasi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Transformasi Digital Organisasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Reformasi Birokrasi di DPMD Kabupaten Sumedang. Koefisien regresi sebesar 0,365
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Transformasi Digital Organisasi akan meningkatkan
Reformasi Birokrasi sebesar 0,365 satuan, dengan asumsi Efektivitas Smart ASN dan faktor lain berada dalam
keadaan konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kesiapan infrastruktur, integrasi aplikasi,
digitalisasi proses kerja, budaya digital, keamanan informasi, dan kepemimpinan digital, semakin baik pula
pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sofianto (2019) menemukan bahwa penggunaan aplikasi digital dalam manajemen pemerintahan dapat
membantu pekerjaan administrasi dan mendorong perubahan budaya kerja yang mendukung reformasi
birokrasi. Namun, efektivitasnya dapat terhambat oleh ketidaksiapan pengguna, tidak optimalnya kinerja
aplikasi, dan belum terintegrasinya satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Temuan tersebut memperlihatkan
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bahwa transformasi digital organisasi tidak cukup dilakukan dengan menyediakan aplikasi, tetapi memerlukan
integrasi sistem dan perubahan pola kerja.

Aminah dan Saksono (2021) menjelaskan bahwa transformasi pemerintahan digital merupakan
perkembangan lebih lanjut dari penerapan e-government. Perubahan tersebut membutuhkan pemanfaatan
teknologi secara menyeluruh dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Transformasi digital juga
memerlukan kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan proses bisnis yang mendukung.
Dengan demikian, digitalisasi organisasi perlu dipahami sebagai perubahan sistemik, bukan sekadar pengalihan
dokumen manual ke format elektronik.

Rahmadany (2021) mengemukakan bahwa keberhasilan penerapan pemerintahan elektronik dapat
dilihat melalui dimensi kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Kelima dimensi
tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital harus dikelola secara terpadu. Ketersediaan infrastruktur
tanpa kebijakan dan perencanaan yang jelas dapat menghasilkan aplikasi yang terpisah-pisah, sedangkan
kebijakan digital tanpa kesiapan pegawai dan kelembagaan dapat menghambat pelaksanaannya.

Hilda et al. (2024) menegaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi transformasi
digital dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan kebijakan.
Transformasi digital pemerintah daerah juga masih menghadapi persoalan ketimpangan infrastruktur, termasuk
keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah. Temuan tersebut relevan dengan karakteristik
pelayanan DPMD yang berhubungan langsung dengan pemerintahan desa, karena perbedaan kesiapan digital
antarwilayah dapat memengaruhi efektivitas koordinasi dan pertukaran data.

Rahmadany (2024) selanjutnya menjelaskan bahwa transformasi digital dan agile government saling
memperkuat dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Transformasi
tersebut membutuhkan birokrasi yang responsif, kompetensi sumber daya manusia, inovasi teknologi,
kolaborasi, pelatihan, kemampuan beradaptasi, serta evaluasi secara berkala. Dengan demikian, transformasi
digital organisasi merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan koordinasi, pembiayaan, pengembangan
kompetensi, dan dukungan kepemimpinan.

Dalam konteks DPMD Kabupaten Sumedang, Transformasi Digital Organisasi dapat tercermin dalam
integrasi aplikasi pemerintahan desa, pemanfaatan layanan SPBE, penggunaan sistem persuratan elektronik,
digitalisasi arsip, penggunaan dasbor data desa, serta komunikasi dan pertemuan secara daring. Meskipun
demikian, penerapannya dapat menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur di sejumlah desa,
perbedaan literasi digital, resistansi terhadap perubahan, dan belum optimalnya interoperabilitas antar-aplikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaruh positif Transformasi Digital Organisasi terhadap Reformasi
Birokrasi terjadi karena digitalisasi dapat menyederhanakan proses kerja, mempercepat pertukaran informasi,
meningkatkan keterlacakan dokumen, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas. Namun,
keberhasilannya bergantung pada keselarasan antara teknologi, proses bisnis, budaya kerja, sumber daya
manusia, dan kepemimpinan organisasi.

Pengaruh Simultan Efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital Organisasi terhadap Reformasi
Birokrasi

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital Organisasi
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Reformasi Birokrasi di DPMD Kabupaten Sumedang.
Nilai koefisien determinasi atau (R"2) sebesar 0,684 menunjukkan bahwa 68,4% variasi Reformasi Birokrasi
dapat dijelaskan oleh Efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital Organisasi. Sementara itu, sisanya
sebesar 31,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian, seperti
kepemimpinan, komitmen organisasi, dukungan anggaran, regulasi, sistem pengawasan, dan partisipasi
masyarakat.

Herdiyanti et al. (2019) menjelaskan bahwa kinerja smart governance perlu dilihat melalui sejumlah
domain dan indikator yang saling berhubungan. Tata kelola pemerintahan cerdas bukan hanya ditentukan oleh
penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola pelayanan, kebijakan, dan
proses pemerintahan secara terukur. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi digital
membutuhkan keselarasan antara kapabilitas manusia, tata kelola, dan sistem teknologi.

Supriyanto et al. (2021) menunjukkan bahwa transformasi organisasi, transformasi operasional,
transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan diperlukan secara bersamaan dalam menghadapi
era digital. Infrastruktur teknologi harus ditempatkan sebagai bagian dari perubahan kelembagaan dan proses
kerja. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak akan optimal jika digitalisasi hanya diterapkan pada satu
aspek tanpa disertai perubahan organisasi dan penguatan kapasitas aparatur.

Rofi et al. (2021) menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dapat menghasilkan
nilai publik ketika didukung oleh legitimasi dan dukungan organisasi, kapasitas operasional, dan kemampuan
menciptakan manfaat bagi pengguna layanan. Artinya, teknologi tidak secara otomatis meningkatkan kinerja
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birokrasi. Teknologi baru memberikan manfaat apabila organisasi mempunyai pegawai yang mampu
mengoperasikannya, prosedur kerja yang sesuai, serta dukungan pimpinan dan pemangku kepentingan.

Murtadho (2024) menyatakan bahwa teknologi informasi mempunyai peran strategis dalam
mewujudkan birokrasi yang responsif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilannya masih
dipengaruhi oleh pemerataan infrastruktur, kapasitas aparatur, keamanan data, dan kepemimpinan digital.
Pendapat ini memperlihatkan bahwa dimensi manusia dan organisasi harus dikembangkan secara bersamaan
agar teknologi dapat menjadi katalis reformasi birokrasi.

Apriani dan Ramadhany (2025) juga menegaskan bahwa efektivitas reformasi birokrasi pada era digital
dipengaruhi oleh literasi digital ASN, fleksibilitas prosedur birokrasi, ketersediaan tenaga yang memiliki
kompetensi teknologi informasi, keterbukaan informasi, serta kesiapan sarana dan prasarana. Birokrasi yang
dinamis membutuhkan ASN yang profesional dan tangkas sekaligus lingkungan organisasi yang
memungkinkan aparatur beradaptasi dengan teknologi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan komplementer antara Efektivitas Smart ASN dan
Transformasi Digital Organisasi. ASN yang memiliki kompetensi digital, integritas, kemampuan adaptasi, dan
kemampuan berkolaborasi memerlukan ekosistem digital yang memadai untuk mengaktualisasikan
kompetensinya. Sebaliknya, infrastruktur, aplikasi, dan proses kerja digital tidak akan memberikan hasil
optimal apabila tidak didukung oleh ASN yang mampu mengoperasikan, mengembangkan, dan
memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan demikian, reformasi birokrasi perlu dilaksanakan melalui pendekatan multidimensi yang
mengintegrasikan manusia, teknologi, dan organisasi. DPMD Kabupaten Sumedang perlu mengembangkan
kompetensi ASN secara berkelanjutan sekaligus memperkuat integrasi aplikasi, tata kelola data, keamanan
informasi, budaya kerja digital, dan kepemimpinan transformasional. Keselarasan kedua aspek tersebut dapat
mempercepat terwujudnya birokrasi yang efektif, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada
pelayanan publik.

4. CONCLUSION

Pengaruh Variabel Kunci Temuan penelitian empiris menyimpulkan bahwa baik Efektivitas Smart ASN
maupun Transformasi Digital Organisasi, secara individual maupun kolektif, memiliki pengaruh yang kuat dan
signifikan terhadap keberhasilan Reformasi Birokrasi di DPMD Kabupaten Sumedang. Smart ASN (pegawai
negeri sipil yang terampil secara digital, adaptif, dan terintegrasi tinggi) terbukti mempercepat digitalisasi
layanan dan meningkatkan kualitas tata kelola. Sementara itu, kesiapan digital organisasi—melalui
infrastruktur, aplikasi terintegrasi, dan budaya kerja digital-berkontribusi secara signifikan untuk mencapai
pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Kontribusi dan Strategi Kunci Kontribusi gabungan Efektivitas Smart ASN dan Transformasi Digital
Organisasi terhadap Reformasi Birokrasi sangat kuat, mencapai 68,4%. Angka ini menegaskan bahwa
Reformasi Birokrasi hanya akan efektif jika secara holistik mengintegrasikan aspek kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan kesiapan digitalisasi organisasi. Oleh karena itu, strategi kunci untuk meningkatkan
kinerja birokrasi di era disrupsi teknologi adalah memperkuat kemampuan Smart ASN dan mempercepat
Transformasi Digital Organisasi. Model kolaborasi antara sumber daya manusia yang cerdas dan ekosistem
digital yang kuat merupakan fondasi utama bagi birokrasi masa depan.
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